
BUPATI BARIT0 TIMUR 
PR0VINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR 
N0M0R 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI N0M0R 3 TAHUN 2020 
TENTANG PED0MAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARIT0 TIMUR 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARIT0 TIMUR, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 
tentang Standar Harga Satuan Regional, agar Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Barito Timur dapat dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan 
kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Timur 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 
28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Barito Timur Perlu diubah dan 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Barito Timur; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Pulang 
Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4180); 

Dipindai dengan CamScanner 



Und tn, Und 111 Nonwr 17 Tnh1111 )(HU t1·11t11n' I '< 11nng1111 
Nt , \I. 1 (f.cmh ff 111 Ne 1 11r I R< p11hlik lndorw in '1'111!1 111 200:1 
NonHll 7, J 1mh1h1n ltmhu 111 Nt'•1111 I <p11hlil< l11doiH· i:, 

No111()1 b): 

'I 1111111 ()()'l I< I I 1 111 

rl cnci 1h lr n (I< 111h 1r 111 Ne 11 1 R<"p11l>lik 

Imhmc. i T 1htt11 , 'I 11111> ilw11 Le llll>nr,111 

t p11l>lik l11do11 i, No11101 I \ 1.1); 

Nnmnt I 1 'I 1h1111 00 l It 111 111 

n d 111 'I 111 , u 11 , , In oh K 11 111 111 

Ne ,u1 c1 l < p11hllk I ruloru w Tllt11111 20WI Nomor 

1h 11 I mln111111 Ne ~ 11 l I< p111Jl1k l11 !011< ia Nornor 

- nd 111, Nomor 'I 1'11111 20 I I t nt ,n' 

P mh ntuknn Peroturnn J>crundan, undon fH 

ar \ R ·publik lndonesin T:ihun ~O I I Norn ir 
T, mb, han Lembnrnn Ncgnra R ·publik Indon omor 

S 4) s b·lg imana t lah diubnh ct •ngnn Und n 

Nomor 15 Tahun 201() t ntung P(rttb'1~wn A Und ng
Undan Nomor 12 Tahun 2011 t ·ntan P mb ntuk n 
P raturan P rundung-undungan (Lcmbaran Neg ra R publik 

indonc ia Tahun 20 I Nomor 183, Tambah·m mb ran 
N gara Rcpublik Indon ia Nomor 3 8); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 t ntang A par tur ip1l 
Negara (Lembaran Negara R publik lndon ia Tc hun 201 

7. 

Nomor Tambahan Lcmb, r n N gar~ Rt publik Indon 
Nomor 54 4); 

Undang-Undang Nomor 23 T hun 2014 
P m rintahan Da rah (L ~muar-m Negara l t:publik ln 
Tahun 2014 Nomor 244, 1nml nhan L ·mb r n 
R publik lndon sia Nomor 5 87) s bl •.tim.m 1 

b b rapa kali diubnh lt rakhir d llg' \11 nd 
Nornor g Tahun 01. l nlnn > Pc n1hah tn h 
Undan, Undan, No111or 2'! '1\thun 014 
P m ri n tr h, 11 l ll I n h ( Lt 111 I >111 t11 1 N · • n r· 1 

'l hun 20 l, Nomot SH, 'I 1111l>.1h rn 
R pul lik lnclo111 ia No11101 '11)7()); 

I publik 

I. lllU 11" Ill 

t n 

on 
n 

8. Undang Uudun • No11101 I 'I' tl1t111 0 > te 11t<1n, I lubun, 111 

K u, 11 ),111 A11i,11 n l't 111t-r111tnlt Pus.it d m I e 11 •t int.d1t111 
D· tr h (I_,( 1111> 11a11 Nl • 11a I~ pulilil lndo11l. i 1 'I lln111 0 2 

Norno1 1, 'l 1111, IJ.111 L 1111> 11 .111 Nt •.11" I 1t pul>lil l11do11t si 1 

No11101 l7 7); 

9. Pt ralu1,u1 Pt 1111 ii111,d1 No11101 101 T tln111 >OOO It 11I 111 • 
Kt dudulwn l ' t u.-111ru11 l ' t p.tl.i Drn, :111 d 111 W,tl ii I e p.tla 

Dat tnh (Lt mlmn 11 Nt , 11· , l't 1>1tl1ld l11d11111 1,1 l',ll1t111 . 000 
No11H11 :.l 10, T1111tl, d1.111 l.1·11d1 11.111 N, , 11.1 1'1 pul>lik lndo11c.·sin 

Nomor 0:lH); 

Dipindai dengan CamScanner 



Menetapkan 
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Pen ,cJol um Unng Ncgar11/ Du< rnh (L<'mbnrun Negara 
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1 
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1 •mb lfllll Nc~nr \ Rcpuhlik lnclo1wsi11 Nomor 47::38); 

I I. Pc 1 1turnn P< m •rintnh Nomor I T11hnr1 2017 t ·ntnng 
I< mhinu 111 d.m Pen nwmwn P<'nyc lcnggnrnun P •mcrintnh 
I 1t 1 ih (I mb 1rnn Ne 1111 n R< publik lndon sin Tahun 2017 
Nomor 7 . T unh 1h1111 Lcmbnrnn Nc~Hffl R publik lndon ·sia 

Nomn, l1(1'l I); 

1 . I l rntw un Pt me, intnh Nomot 18 Tuhun 2017 l<;ntnng II· k 
K tllm •rn Dnn Admini. trntif Pimpinim Dnn AnggolA D wirn 

I -rwnkilnn Rnk nt Dnc rnh (Lcmbnrnn N ·gnra I~cpublik 
In :ioncsin Tnhun ',0 17 Numor I 06, TnmbHhfln L mbaran 

Ne arn R< publik lndotwsw Nomor 6057); 

1 't cmturnn Pem rinlnh Nomor 12 Tahun 20 I 9 ten tang 

P n clolaun Kcuangan Da rah (Lembaran Negara Rcpublik 
lndon sia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Ne ara R publik Indonesia Nomor 6322); 

14. P raturan Pemcrintah Nomor 94 Tahun 202 l ten tang 
P gawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

6718); 

15. Pcraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bari to Timur Nomor 3 Tahun 
2020 tenlang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barito Timur Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 50); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI N0M0R 3 TAHUN 2020 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM 
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO 
TIMUR. 

Paaal I 

Bcb rapa k lentuan dalam Pcraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tcntang 
P doman P laksanaan PerJalanan Dmas Dalam Negcri di Lmgkungan Pemerintah 
Kabupaten Bari to Timur (Berita Daerah Kabupat ·n Bari lo Timur Tahun 2020 
Nomor 48) diubah sebagai berikut : 
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Kdurahnn/0 '1: 

f. On.lam ha\ Sckrctnris D rah bcrhalangan maka SPT/SPPD dapat 

dit rbitkan old1: 
1. K p la PD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan PD; 
2. Pcj bat 1ang ditunjuk sebagai Plh. Sekrctaris Daerah untuk 

P rjalanan Dina Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah; dan 
. ekr t ri DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan 

Sckretariat DPRD. 
g. PT bagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf d dalam 

pelaksanaann a agar berkoordinasi dengan Bupati. 

(7) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah melibatkan dan/ atau 
dilak anakan oleh Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga dan/ atau 
mas ,arakat SPT/SPPD diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati, jika 
Bupati/Wakil Bupati berhalangan diterbitkan oleh Kepala Perangkat 
Daerah dimana anggaran perjalanan dinas dibebankan berdasarkan 
surat tugas dari Ketua/Pengurus dari Organisasi Kemasyarakatan 
dan/atau Lembaga yang bersangkutan. 

(8) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan 
hal-hal sebagai berikut : 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; 
d. tempat pelaksanaan tugas; dan 
e. maksud pelaksanaan tugas. 

(9) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) dibuat sesuai 
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang lidak t rpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(10) Dalam hal Wakil Bupati bcrhalangan dan/atau tidak ada ditempat SPT 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6) huruf b 
dalam penerbitannya dapat dilakukan oleh Sekretaris Daerah. 

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 ( atu) ayat, yaitu ayat 
(20) sehingga Pasal 9 berbunyi s bagai bcrikut: 

Pasal 9 

(1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen komponcn 
sebagai berikut: 
a. uang harian; 
b. biaya transport; 

Dipindai dengan CamScanner 



c. biaya penginapan; 
d. uang representasi perjalanan dinas; 
e. biaya sewa kendaraan dalam kota; 
f. biaya sewa kendaraan; dan/atau 
g. biaya menjemput/mengantar jenazah. 
h. biaya pemeriksaan kesehatan dibayar at cost sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah. 

(2) Di hapus. 

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri 

atas: 
a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat 

Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal 

bus/ stasiun / band ara/ pelabuhan ke berangka tan; 
b. biaya taksi perjalanan dinas luar daerah; dan/ atau 
c. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ 

bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan. 

(4) Di hapus. 

(5) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
merupakan biaya yang diberikan secara riil sesuai dengan 

penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk 

menginap: 
a. di hotel; dan/ atau 
b. di tempat menginap lainnya. 

(6) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai 

berikut: 
a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga 

puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan yang besarnya 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standar Biaya 

Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan 
b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan 

secara lumpsum. 
(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat 

diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, Anggota DPRD dan 

Pejabat Eselon II. 

(8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e diberikan kepada Bupati/Wakil Bupati, untuk keperluan 

pelaksanaan tugas di tern pat tujuan. 

(9) Dalam hal Pelaksana SPPD melaksanakan tugas luar daerah dengan 
tujuan yang sama dan berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dapat 
menggunakan sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e, dan berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelaksana SPPD tidak diberikan bantuan biaya taksi perjalanan 
dinas luar daerah, kecuali biaya taksi dari tempat kedudukan ke 
bandara dan sebaliknya; dan 

b. hanya dapat diberikan untuk keperluan selama pelaksanaan tugas 
di tempat tujuan. 

(10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) 
sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan 
pajak. 
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(11) Dalam hal Perjalanan Dinas Dalam Daerah dilakukan oleh 2 (dua) 
orang atau Iebih Pelaksana SPPD dengan tujuan yang sama, dengan 
menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya Bahan Bakar ~iny~~ 
(BBM) dengan perhitungan sesuai standar tarif yang berlaku/b1aya nil 

(at cost). 

( 12) Dalam hal Pelaksana SPPD menggunakan kendaraan dinas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Pelaksana SPPD tidak diber~ka~ 
uang transport, termasuk juga staf / pelaksana/ sopir yang meng1kut1 

diberlakukan hal yang sama; dan 

(13) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kecamatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang dalarn 
pelaksanaannya sampai ke Desa/Kampung/Dusun yang berada jauh 
dari ibukota kecamatan diberikan biaya transport tambahan sebesar 
Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per orang. 

(14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak berlaku bagi 
Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas atau sewa 

kendaraan. 

(15) Pelaksana SPPD dapat menggunakan kendaraan pribadi dan biaya 
transport dibayarkan secara perseorangan sebesar tarif kendaraan 
umum sesuai rute tujuan dengan melampirkan fotocopy STNK (Surat 
Tanda Nomor Kendaraan) pada saat pengajuan pertanggungjawaban 

perjalanan dinas. 

(16) Untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan uang harian sebagai biaya transport 
kegiatan dalam kota yang besarannya dibayarkan sesuai dengan 
Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri. 

(17) Biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota 
yang memerlukan biaya alat transport khusus, antara lain seperti ojek, 
kelotok, kapal, !anting, ferry dan sebagainya karena alat transportasi 
umum tidak ada, maka dapat diberikan dan dibayarkan secara at cost. 

(18) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya 
pemetian dan biaya angkutan jenazah. 

(19) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai 
den~an forma~ sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

(20) Pelaksana SPPD, dapat diberikan biaya penggantian untuk 
pemeriksaan kesehatan dibayarkan at cost sesuai bukti resmi. 

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 10 

( 1) Untuk menetapkan biaya perJ·alanan dinas J·abatan sebagaimana 
i!::sud dalam Pasal 9 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat 
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a. Tingkat A perjalanan dinas untuk Bupati, Wakil Bupati dan 
Pimpinan DPRD; 

b. Tingkat B perjalanan dinas untuk Anggola DPRD, Pejabat Eselon II, 
Fungsional Madya, Forkopimda dan Ketua PKK; 

c. Tingkat C perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon III, Golongan IV, 
Pejabat Fungsional Muda dan Wakil Ketua PKK; 

d. Tingkat D perjalanan dinas untuk Pejabat Eselon JV, Pejabat 
Fungsional Pertama, PNS Golongan Ill, Pejabat Fungsional terampil, 
CPNS Golongan Ill, Pengurus PKK dan Pengurus Organisasi 
Kemasyarakatan lainnya, Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat 
Kelengkapan DPRD, Tenaga Ahli Fraksi, Ajudan dari Polri/TNI dan 

Kepala Desa; 
e. Tingkat E perjalanan dinas untuk PNS Golongan I, PNS Golongan II, 

CPNS Golongan I, CPNS Golongan II, Pegawai Non PNS PIT /Tenaga 

Kontrak dan Aparatur Desa. 

(2) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jika melaksanakan 
tugas perjalanan dinas untuk keperluan dinas jabatan yang lebih tinggi 
dari jabatan yang dijabatnya, maka tingkat perjalanan dinasnya 
mengikuti tingkat jabatan yang lebih tinggi. 

PASALII 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 
Timur. 

Diundangkan di Tamiang Layang 
pada tanggal S ,Wi2-\.L 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KASUPATEN BARIT~UR, 

Ditetapkan di Tamiang La.yang 
pada tanggal 5 A?fl.\. L 2022 

BUPATI BARITO TIMUR, 
---

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2022 NOMOR tll 

Dipindai dengan CamScanner 




